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KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengetahuan Zakat

Pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari manusia
terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan
seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.’
Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita
ketahui tentang suatu objek termasuk ke dalamnya adalah ilmu.?
Lebih lanjut Jujun S. Sumantri juga menyatakan bahwa terdapat
dua cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan
pengetahuan yang benar. Cara pertama adalah mendasarkan diri
pada rasio, dan yang kedua secara sederhana mendasarkan diri
kepada pengalaman.®

Membayar zakat merupakan sebuah keharusan bagi orang

Islam. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa membayar

'S Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2007), p. 143

2 Jujun S. Sumantri, Filsafat llmu : Sebuah Pengantar Populer,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), p. 104

® Ibid,. p. 50.
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zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Oleh karena
itu orang Islam perlu memiliki pengetahuan tentang zakat.

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan
meningkat.* Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan
setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.’ Zakat juga
mempunyai beberapa arti lain yaitu al-barakatu (keberkahan), al-
namaa (pertumbuhan dan perkembangan), dan ath-thaharatu
(kesucian). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti
dengan membayar zakat, maka zakat tersebut akan memberikan
berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan
membantu meringankan kita di akhirat kelak.® Oleh karena itu,
harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu
mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri,

kikir dan cinta harta.

4 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia
Terlengkap, (Surabaya :
Pustaka Progresif, 1997)., p 577.

® Fazlur Rahman. Economic Doktrines of Islam . Terj Suroyo
Nastangin “ Doktrin Ekonomi
Islam”, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), p. 235

® M Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat: Melalui Pengelolaan
Zakat Harta. (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), p. 41
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Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang
dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada
orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah
ditentukan.” Zakat dapat diartikan dengan mengeluarkan sebagian
dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu
yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk
dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak
menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam
Al-Qur’an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam
artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan
orang lain di dalamnya serta telah genap usia pemilikannya
selama setahun, hal ini dikenal dengan istilah haul.®

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:
a. Abi Syuja’ mengartikan zakat sebagai suatu nama tertentu

yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada

golongan tertentu.®

” Lahmudin Nasution, Figh I, (Jakarta : Logos, 1995)., p. 145.

8 Abdurrachman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.
Jakarta: Srigunting, 2001)., p. 74

% Abi Syuja’, Fath al-Qorib,(Bandung : al-Maarif, t.th).,p. 22.
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b. Sayyid Sabig mendefinisikan zakat sebagai nama dari
suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada
fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan
untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan
tambahnya beberapa kebaikan.'

C. Yusuf Qardhawi mengartikan zakat sebagai sejumlah
harta yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada
orang-orang yang berhak."*

d. Didin Hafiduddin mengartikan zakat sebagai harta yang
memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh
pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.*?

e. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib

disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki

0 sayyid Sabig, Figh as-Sunah, juz HI, (Kuwait : Dar al-Bayan,
1968)., p. 5.

1 yusuf Qordhawi, Figh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta:
Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002)., p. 37.

2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta :
Gema Insani, 2002., p. 7.
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oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya.®®
Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam
Al-Qur’an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama
tersebut antara lain:
a. Zakat
Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-

Bagarah ayat 43 :
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Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku‘lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS.
Al-Bagarah : 43)."*

b. Shadagah
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Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan

3 Republik Indonesia, UU Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat,.

' Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Yayasan
Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976)., p. 16
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c. Hag
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mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.
At-Taubah : 103)*
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“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon
korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama
(rasanya). makanlah dari buahnya (yang
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin);
dan janganlah  kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am : 141). *°

> Ibid., p. 297.
18 Ibid., p. 212.
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d. Nafagah
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi
dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
harta orang dengan jalan batil dan mereka
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.
dan orang-orang yang menyimpan emas dan
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan
Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih”. (OS. At-Taubah : 34).

Sesuai dengan ketentuan syariah Islam, zakat dikenakan

terdiri dari dua hal yaitu zakat atas jiwa yang disebut dengan

zakat fitrah yang dibayarkan satu tahun sekali dan zakat atas

harta-harta (maal) yang dibayarkan secara fleksibel sepanjang

waktu satu tahun. Dalam Buku Panduan Zakat PKPU (Pos

7 Ibid., p. 283.
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Keadilan Peduli Umat) Zakat maal adalah zakat yang dikenakan
atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan.

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati adalah
sebagai berikut:*®® (1) Milik penuh; pemilik harta tersebut
memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya
secara penuh. (2) Berkembang; harta tersebut dapat bertambah
atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk
berkembang. (3) Nisab; hartanya telah mencapai jumlah tertentu
sesuai ketetapan syara’. (4) Sisa hutang; orang yang mempunyai
hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya, maka harta
tersebut terbebas dari zakat. (5) Berlalu satu tahun; kepemilikan
harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan.

Kesediaan membayar zakat merupakan sebuah keharusan
bagi orang Islam. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa

membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam.

'8 Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis,
(Suara Muhammadiyah, Yogyakarta. 2004)
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Oleh karena itu orang Islam perlu memiliki pengetahuan tentang
zakat.

Pelaksanaan zakat masih menemui hambatan dikarenakan
kesadaran masyarakat muslim dalam pelaksanaan zakat masih
belum diikuti dengan tingkat pengetahuan yang memadai tentang
zakat. Kurangnya pengetahuan tentang jenis harta yang wajib
untuk dizakatkan dan mekanisme pembayaran zakat yang sesuai
dengan syariat Islam mempengaruhi pembayaran zakat yang
dilakukan oleh masyarakat muslim.

2. Pengetahuan Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada
kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-
nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public investment.'® Secara umum, pajak
merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada
pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.
Definisi lain dari pajak adalah pajak sebagai suatu kewajiban

untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang

195 R Soemarso, Perpajakan, (Salemba Empat, Jakarta, 2007), p. 2
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disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.®

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah
proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.
Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang
dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat
pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan
SPT.#

Pengetahuan Pajak juga dikatakan sebagai informasi pajak
yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak,

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

20 Siti Resmi, Perpajakan : teori & kasus, (Salemba Empat, Jakarta,
2003), p. 1

21 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus (5" ed). (Jakarta :
Salemba Empat, 2009), p. 63
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tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya
di bidang perpajakan.?* Berdasarkan konsep pengetahuan atau
pemahaman pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem
perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan.?
Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan
pajak di atas yaitu sebagai berikut:
a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya
diberlakukan bagi undang-undang pajak material.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan
keterbukaan administrasi perpajakan dan
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut

%2 \/eronica Carolina, Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat,
2009,.P 7

%% Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek
Formal, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)., p. 15
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antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak,
SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan

serta Pelaporan Pajak.

. Pengetahuan mengenai  Sistem Perpajakan di

Indonesia Sistem perpajakan di Indonesia Yyang
diterapkan saat ini adalah self assessment system yaitu
pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar.

Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat
dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi
sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.
Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN

sebagai penerimaan dalam negeri.
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b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai
contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap
minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap
barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak
Pertambahan Barang Mewah).

Terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan
memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP,
setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu
sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan
pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Apabila wajib pajak telah mengatahui kewajibannya sebagai
wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya
adalah membayar pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman
mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib
pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan

paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila
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melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan
mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan
kewajibannya dengan baik. (4) Pengetahuan dan pemahaman
mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan
memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat
mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak
sendiri secara benar. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami
peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh
KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak
melalui training perpajakan yang mereka ikuti.**
3. Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah
motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Aturan yang berlaku di dalam perpajakan adalah undang-

undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan

2% Widayati dan Nurlis. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan
Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan
Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga), (Makalah
Simposium Nasional Akuntansi X1I1, 2010), p.36
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pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang
perpajakan. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu
untuk bertindak sesuai dengan etik dan UU pajak dan
administrasi pajak yang berlaku tanpa paksaan. Kepatuhan pajak
juga dapat didefinisikan sebagai pengajuan pengembalian pajak
yang dilakukan tepat waktu dan mengembalikan laporan wajib
pajak secara akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak
adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan
dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan
secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar
kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu
membayar jumlah dihitung.

Kriteria Wajib Pajak Patuh memurut Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003

adalah sebagai berikut:
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. Tepat waktu dalam  menyampaikan  Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas

waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis

pajak.

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak.

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan
dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan
publik atau Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan
pengecualian sepanjang pengecualiaan tersebut tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan Audit harus:
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1) Disusun dalam bentuk panjang (long form report)

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan
fiskal

Dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit

olen akuntan publik, maka wajib pajak harus

mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3

bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat

ditetapkan sebagai wajib pajak patuh sepanjang

memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e,

ditambah syarat:

1) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan
pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
UU KUP, dan

2) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap wajib
pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka
koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang
tidak lebih dari 10%.

Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga)

indikator kepatuhan: pertama, kepatuhan pengisian SPT (filling
compliance), vyaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat
pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu.
Kedua, kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu

kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan
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tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (reporting compliance),
yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang.
Kepatuhan pengisian SPT dan kepatuhan pembayaran merupakan
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal,
sedangkan kepatuhan pelaporan merupakan kepatuhan secara
material.
4. Kepatuhan Zakat

Berdasarkan kepada kajian literatur tentang teori
kepatuhan zakat sebagai teori digunakan mengikut reka bentuk
kajian masing-masing. Kamil Md. Idris dalam penelitiannya
menggunakan Teori Gelagat Terancang yang juga dikenali
dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang diasaskan oleh
Icek Ajzen.”® Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti dimensi
sikap terhadap =zakat gaji dan membentuk model perilaku
kepatuhan zakat serta sikap terhadap zakat yang terkait dengan
undang-undang zakat. Kajian lain yang menggunakan TPB

sebagai kerangka kajian adalah Ahmad Radzuan Ghazali, ia

2 Kamil Md. Idris, (2002) Peranan sikap dalam gelagat kepatuhan
zakat pendapatan gaji. Analisis, 9 (1&2). pp. 171-191.


http://repo.uum.edu.my/371/
http://repo.uum.edu.my/371/
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menggunakan kajian ini untuk melihat faktor keagamaan dan
akuntabilitas pribadi terhadap niat membayar zakat.”®

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat
yaitu komitmen kepada agama/keimanan, pemahaman atau
pengetahuan zakat, kemudahan mekanisme pembayaran,
kepercayaan kepada institusi formal pungutan zakat. kepatuhan
zakat tidak hanya bergantung kepada hukuman jika adanya
penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga bergantung kepada
pelbagai faktor lain iaitu komitmen kepada agama/keimanan,
kefahaman/pengetahuan  zakat, kemudahan mekanisme
pembayaran, kepercayaan kepada institusi formal pungutan zakat.
5. Zakat Penghasilan dalam Islam

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan stuktur
ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau
jasa, seperti pegawai, dokter dan pekerjaan lainnya yang
memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium atau

berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi

% Ahmad Radzuan Ghazali. (2009). Kesan Tahap Keagamaan dan
Akauntabiliti Peribadi Terhadap Niat Membayar Zakat Perniagaan di
Kalangan Kontraktor Perniagaan Tunggal Pulau Pinang. Disertasi Sarjana
Sastera, Universiti Sains Malaysia., p. 39
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merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak bnyak
dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini
tidak bnyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat.
Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari
hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada
hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang
kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan
demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi
ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk membayar
zakat.

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih
Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha
yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif
banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian
tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami
Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan

diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor
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ataupun gaji.?’ Disamping itu, terdapat beberapa pengertian lain
mengenai istilah zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang
dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab.
Profesi tersebut ada dua macam:

1. Profesi yang dihasilkan sendiri seperti dokter,
insinyur, artis, penjahit dan lain sebagainya.

2. Profesi yang dihasilkan dengan berkaitan pada orang
lain dengan memperoleh gaji seperti pegawai negeri
atau swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya.

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa

sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau
ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila
mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha
dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di
tuntut untuk berzakat.

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman

kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surat

Al-Bagarah ayat 267 :

" Amiruddin Inoed, dkk, Anatomi figh Zakat, cet 1, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2005) , p. 50



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.
dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji. "(OS. Al-Bagarah : 267).%

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari
profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika
pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.? Zakat
tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji

atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi

biaya hidup) tidak wajib dizakati.

?8 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, ., p. 67.
2% yusuf Qordhawi, Figh Zakat,. p 484
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Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat
dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat
emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka
zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653
kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada
saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat
emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu
profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji,
upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk
uang.*® Qiyas yang digunakan dalam menentukan zakat profesi
adalah giyas syabah, yaitu giyas yang ‘/lat hukumnya ditetapkan
dengan metode syabah.

Sedangkan Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap
profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%.
Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam
mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang
mendapatkan rizki secara gampang misalnya: dokter, komisaris

perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir,

% Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern., p. 97
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eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain.
Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak
antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.*

Ada dua cara dalam mengeluarkan zakat :

1. Menurut Az-Zuhri  bahwa  seseorang  harus
mengeluarkan  zakatnya  setelah ~ memperoleh
penghasilan sebelum di belanjakan pada bulan wajib
zakat tersebut atau zakat dikeluarkan bersamaan
dengan kekayaan yang lain pada bulan zakat jika uang
penghasikan tidak ingin dibelanjakan.

2. Menurut Makhul bahwa apabila  seseorang
mempunyai kekayaan lain selain penghasilan maka ia
boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat,
sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kekayaan
maka zakat di keluarkan pada saat ia memperoleh
penghasilan tanpa menunggu bulan zakat.

Pendapat ini memberikan keringanan pada orang yang

memiliki kekayaan lain dan memberikan beban berat kepada

%1 Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara cita dan Fakta, (bandung,
Mizan: 1987)., p. 58-61
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orang Yyang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan
tersebut.*
6. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak

Zakat dan pajak memiliki dasar hukum Undang-Undang
negara. Suatu hal mengenai zakat dan pajak adalah ketetapan
tentang pemberlakuan pajak dalam suatu negara sangat
bergantung kepada pemerintah yang berkuasa atau kebijakan
penguasa, sehingga apabila seseorang dikenakan pajak, maka ia
wajib mentaatinya sesuai peraturan yang berlaku, dengan catatan
selama negara masih memerlukan dana tersebut untuk
kepentingan pembangunan. Tetapi lain halnya zakat yang bersifat
absolut dan mutlak, di mana setiap orang diwajibkan membayar
zakat bukan berdasarkan kebutuhan semata melainkan juga
berdasarkan kewajiban.*

Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam
penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan

zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan

% yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet 7, ( Jakarta : PT. Pustaka Litera
Antar Nusa, 2004)., p. 484-485
% Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. p. 76
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agar wajib pajak tidak terkena beban ganda. Dalam landasan

syariah agama, setiap muslim diwajibkan membayar zakat,

sedangkan dalam landasan hukum, setiap warga negara

diwajibkan membayar pajak. Sehingga perlu dibuatkan aturan

yang jelas agar setiap muslim sebagai warga negara tidak terkena

kewajiban berganda atas penghasilan yang diperoleh. Berikut

dasar hukum yang terkait antara zakat dan pajak :

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat,

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan,

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat,

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/node/328/uu-no-38-tahun-1999-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17517/node/328/uu-no-38-tahun-1999-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811/node/uu-no-17-tahun-2000-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/nprt/1011/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/nprt/1011/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/nprt/1011/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7ccaf144108/node/350/pp-no-60-tahun-2010-zakat-atau-sumbangan-keagamaan-yang-sifatnya-wajib-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7ccaf144108/node/350/pp-no-60-tahun-2010-zakat-atau-sumbangan-keagamaan-yang-sifatnya-wajib-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto

39

Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan
Bruto,

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan
Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto,

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk
atau disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan
Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan
yang SifatnyaWajib yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto,

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang
Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh

Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7ccaf144108/node/350/pp-no-60-tahun-2010-zakat-atau-sumbangan-keagamaan-yang-sifatnya-wajib-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7ccaf144108/node/350/pp-no-60-tahun-2010-zakat-atau-sumbangan-keagamaan-yang-sifatnya-wajib-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto
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atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Ada beberapa konsep penting yang terdapat dalam pengertian
Pajak Penghasilan, yaitu mengenai subjek pajak termasuk Wajib
Pajak, penghasilan yang diperoleh sebagai objek pajak, dalam
tahun pajak dan dikenakannya.

Objek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah penghasilan.
Adapun yang bukan objek pajak (pengecualian penghasilan) pada Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka
1Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 vyaitu bantuan atau
sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.
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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang
boleh sebagai pengurang adalah zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan vyang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.*

Jadi kedudukan zakat dalam Pajak Penghasilan sebagai
salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena
Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya

pajak penghasilan yang terutang.*®

# Pasal 9 ayat(1) huruf g, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan,
UU Nomor 36 Tahun 2008.

®  Ppenjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar
penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.
Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib
Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam
negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan
penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
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Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomr
254/PMK.03/2012mengatur bahwa pengurangan zakat atau
sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri.*

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER- 6/PJ/201173 Pasal 4 yang berbunyi :

(1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam
Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib tersebut.

(2) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib sebagaimana ayat(1) dilaporkan untuk

menentukan penghasilan neto.

% Ppasal 3 ayat(1) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara PembebananZakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
yang Dapat Dikurangkan Dari PenghasilanBruto.
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Dari peraturan-peraturan di atas, dapat diketahui bahwa
posisi zakat dalam SPT Tahunan adalah setelah Penghasilan
Bruto dan berfungsi sebagai pengurang dari Penghasilan Kena
Pajak.

Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada
saat SPT tahunan, merupakan zakat yang diserahkan kepada
Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi yang
disahkan pemerintah yang Bukti Setor Zakat(BSZ) nya diakui
dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Pada umumnya dikenal 3 sistem pemungutan pajak yang
terdiri dari :

1. Official Assesment System

2. Withholding System

3. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self
assessment system. Dimana Wajib Pajak (WP) diberikan
kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri
kewajiban dan hak perpajakannya, yaitu :

- Mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak.
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- Menghitung dan memperhitungkan sendiri besar pajak

terutang

- Membayar pajak terutang ke bank/kantor pos

- Melaporkan pembayaran pajak terutang ke Direktorat

jenderal Pajak

- Menetapkan sendiri besar pajak terutang melalui

mekanisme SPT dengan benar.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau formulir atau
sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.®’

Fungsi SPT dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yaitu
bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, bagi Pengusaha Kena Pajak
dan bagi pemotong atau pemungut pajak. Bagi Wajib Pajak Pajak
Penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran

%7 Billy Ivan Tansuria, Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan,
(‘Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p 101.
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atau pelunasan pajak penghasilan yang merupakan objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan/atau
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa
satu masa pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT disini sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) vyang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan
Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan pembayaran atau
pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha
Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut
pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut

dan disetorkannya.
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7. Syarat Zakat Penghasilan  Sebagai  Pengurang
Penghasilan Kena Pajak

Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf g yang mengatur bagaimana
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang boleh sebagai
pengurang Penghasilan Penghasilan Kena Pajak, salah satunya
adalah zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga
Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi beberapa syarat
formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang
berlaku. Syarat zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak
pada Pajak Penghasilan antara lain®® sebagai berikut :

a. Penghasilan atau harta yang dibayar zakatnya
merupakan objek pajak sebagaimana definisi objek

pajak.

%8 Gusfahmi. Pajak Menurut Syari’ah. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. 2007)., p 206
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Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan yang

merupakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apapun.

Adapun di dalam zakat, ada beberapa syarat harta yang

wajib dizakatkan antara lain :

a.

b.

C.

Harta itu milik orang yang beragama Islam

Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang

Harta itu adalah harta yang produktif atau
menghasilkan

Harta itu telah mencapai satu nishab(syarat perhitungan
minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)
Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari

kebutuhan primer
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f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau
tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang
dapat mengurangi nishab minimal

g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan,
pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah
berusia lebih dari satu tahun.*

Dari syarat harta yang wajib dizakatkan yang disebutkan di
atas, salah satunya menyebutkan bahwa harta yang produktif atau
menghasilkan yang dikeluarkan zakatnya. Produktif disini
maksudnya adalah dapat mendatangkan hasil atau pendapatan
tertentu. Hal ini sesuai dengan penghasilan yang dimaksud dalam
penjelasan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan(PPh) mengenai objek pajak.

Sedangkan zakat yang diserahkan kepada badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

% Gustian Djuanda, dkk., “Pelaporan Pajak Penghasilan” (Gramedia
Pustaka Utama, 2006)., p 17
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Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1.

Hal tersebut juga diatur pada Peraturan Pemerintah tentang
Bantuan atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang
Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan disebutkan bahwa
bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui
di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan diantara pihakpihak yang
bersangkutan.*°
b. Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh

pemeluk agama Islam.

Salah satu syarat harta yang wajib dizakatkan yang
disebutkan di atas adalah harta yang dizakatkan milik orang yang
beragama Islam. Ini berarti harta atau penghasilan yang

dikeluarkan zakatnya merupakan milik Wajib Pajak yang

%0 pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
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beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu syarat wajib zakat
yaitu :

a. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.

b. Aqil, yaitu seorang Muslim vyang telah dapat
menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan
mental.

c. Baligh, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki
usia wajib zakat.

d. Memiliki harta yang mencapai nishab(perhitungan
minimal syarat wajib zakat).**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
menyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib
Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.81 Pada Peraturan

41 Gustian Djuanda, dkk., “Pelaporan Pajak Penghasilan”, p. 17-18
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Menteri nomor 254/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat(l) huruf a
menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib
Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Hal ini juga diatur pada
PER- 6/PJ/2011 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
meliputi zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam
negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan
Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemeritah.*?

Didalam perpajakan, setiap Wajib Pajak mempunyai

Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering disebut dengan NPWP

* pasal 1 huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari
Penghasilan Bruto, Nomor PER-6/PJ/2011.
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yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor
Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Sedangkan Wajib Zakat/Muzaki yang membayarkan zakatnya
melalui BAZNAS, akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat
atau yang disebut dengan NPWZ yang dikeluarkan oleh Badan
Amil Zakal Nasional (BAZNAS).
c. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan
undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku.
Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Q.S. At-Taubah ayat

103:

fe Ly Ee
ol }-@»bdﬂaﬁ%p-é ('-“J-@J‘-’“Mﬁ%}“of”
Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu
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itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

’

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’

Dari ayat yang terdapat dalam Q.S At-Taubat di atas,
mengandung pengertian bahwa zakat harus dipungut oleh
pemerintah, yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk
memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.

Menurut Yusuf Qardhawi, pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh pemerintah ini logis karena beberapa
pertimbangan yaitu:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar

zakat.

b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat
apabila berhadapan langsung menerima haknya dari
para wajib zakat(muzakki).

c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yag
tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala

prioritas yang ada pada suatu tempat.
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d. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
Islami.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan
zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan
lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat
secara nasional. Mengenai pembentukan Badan Amil Zakat
Nasional ini telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8
Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Zakat yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak
adalah zakat yang diserahkan atau dibayar kepada amil zakat
yang disahkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada
Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 9 ayat(1) huruf
g vyang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan kecuali zakat yang

3 Gusfahmi. Pajak Menurut Syari’ah. p 96-97
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diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan zakat pada pasal 22 menyebutkan bahwa zakat yang
dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan
dari Penghasilan Kena Pajak. Begitu juga di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menyebutkan bahwa apabila
pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010
juga mengatur zakat yang dapat dikurangkan pada Penghasilan
Kena Pajak adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh
Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh
Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk
agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil
Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan Badan

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk berdasarkan
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Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan
perubahannya.
d. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak

tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final.

Adapun penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan
final yang terdapat pada Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Pajak
Penghasilan sebagai berikut :

- Bunga deposito dan tabungan

- Bunga obligasi dan surat utang Negara

-Bunga simpanan koperasi (OP)

- Hadiah undian

- Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivatif

di bursa

- Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan

saham/penyertaan modal perusahaan pasangannya.

- Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan

- Penghasilan usaha jasa konstruksi

- Penghasilan usaha real estate
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- Penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan

- Penghasilan tertentu lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak
sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri
dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dengan
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) dan
ayat(2), Pasal 7 ayat(1l) serta Pasal 9 ayat(1) huruf c, huruf
d,huruf e dan huruf g, serta penghasilan kena pajak bagi Wajib
Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak
orang pribadi dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).

Dengan demikian, harta atau penghasilan yang
dibayarkan zakatnya bukanlah harta atau penghasilan yang
termasuk didalam penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan

final.
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e. Besarnya persentase yang boleh dikreditkan adalah
sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan
agama Islam.

Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun

2003 yang mengatur tentang Zakat Penghasilan menyebutkan

bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%(dua setengah

persen). Juga terdapat pada KEP-163/PJ/2003 yang menyebutkan
besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena

Pajak adalah sebesar 2,5%(dua setengah persen) dari jumlah

penghasilan.** Namun KEP- 163/PJ/2003 ini telah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan

Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat

Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, tidak ada satu pun pasal

yang mengatur bahwa zakat yang dapat dikurangkan atas

Penghasilan Kena Pajak sebesar 2,5%(dua setengah persen).

* Pasal 1 ayat(3), Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.
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Dengan demikian, besarnya kadar zakat yang dapat
dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan
tergantung pada jenis zakat mal yang dibayar oleh Wajib Pajak
sekaligus muzaki kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil
Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Dimana kadar
zakatnya dari 2,5% (dua setengah persen) sampai 10% (sepuluh
persen).

f. Harus ada bukti dari Amil Zakat

Setiap Wajib Pajak (WP) sekaligus Wajib Zakat (Muzaki)
yang membayarkan  zakatnyamelalui BAZNAS akan
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ). Dengan
pembayaran zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional akan
memberikan Bukti Setor Zakat(BSZ) kepada Wajib Zakat sesuai
jumlah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS. Bukti Setor
Zakat (BSZ) ini yang merupakan salah satu syarat agar zakat
dapat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak pada Pajak
Penghasilan.

Hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa zakat
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atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasall
ayat(1l) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh
pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh
bukti-bukti yang sah.*

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga
menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti
setoran zakat kepada setiap muzaki dan bukti setoran zakat
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.*® Bukti
Setor Zakat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah yang dapat
dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

8. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999, merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat
dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan,

> pasal 4 ayat(1), Peraturan MenteriKeuangan tentang Tata Cara
Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang
Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

* 5 Pasal 23 ayat(1l) dan ayat(2) , Undang-Undang tentang
Pengelolaan Zakat.
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dibina dan dilindungi oleh Pemerintah. Menurut Undang-Undang
No 23 tahun 2011, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang
dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) memiliki tugas pokok vyaitu mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya ini, BAZ dan
LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatannya. Selain menerima pembayaran zakat seperti
dijelaskan sebelumnya, kedua lembaga ini dapat menerima
seperti infaq, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

9. Sistem self Asessment dan Kepatuhan di Indonesia

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah
motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk

bertindak sesuai dengan etik dan UU pajak dan administrasi pajak
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yang berlaku tanpa paksaan. Sedangkan kepatuhan dalam hukum
pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar
dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3)
tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar
jumlah dihitung. Budiamanto (1999) menjelaskan bahwa
kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (Wajib
Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan kepatuhan pajak di Indonesia menggunakan
tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Self Asessment Sytem yang
mewajibkan Wajib Pajak aktif menentukan jumlah pajak, Official
System yang berlaku pada Pajak Bumi dan Bangunan serta
Withholding System yang berlaku pada Pajak Penghasilan Pasal
21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemotongan pajak lainnya.

Self Assesment merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku (Waluyo, 2011). Priantara

(2011) menjelaskan bahwa kemalasan Wajib Pajak untuk
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mempelajari isi dan maksud suatu peraturan perpajakan di
Indonesia menjadikan sistem self asessment tidak efektif dan
akibatnya pajak yang dihitung, dibayarkan dan dilaporkan
kemungkinan tidak tepat baik karena ketidaktahuan maupun
kesengajaan. Kepercayaan yang diberikan dalam sistem self
asessment seakan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak
jikapun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wirawan & Burton, 2012).

Ketentuan perpajakan Indonesia menerangkan yang
disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang
memiliki Kriteria tertentu yang penetapan dan pencabutannya
ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.03/2012 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-
Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 17C ayat (3). Ketentuan perpajakan tersebut menjelaskan

mengenai syarat dari Wajib Pajak kriteria tertentu sebagai berikut

e Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahunan

Pajak.
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e Tidak memiliki tunggakan pajak terhadap semua jenis
pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh
izin seperti mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
e Laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau
lembaga Pengawas Keuangan pemerintah dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun
berturut-turut.
e Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun
terakhir.
B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Witono melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang
pribadi di KPP Surakarta dan konsultan pajak di wilayah
Surakarta menghasilkan kesimpulan bahwa semakin baik
pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan
pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan

pengetahuan pajak dan keadilan sistem pajak baik bersama-sama
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maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib dan konsultan pajak.*’

Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan
seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2000 juga bisa
mempengaruhi kepatuhan zakat. Sebagaimana penelitian Karsino
menjelaskan bahwa kesediaan wajib pajak untuk dipungut zakat
dipengaruhi oleh, budaya bersedekah pada diri karyawan dan
lingkungannya, promosi Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga
Amil Zakat (LAZ) yang didapatkan karyawan pengetahuan dan
pemahaman karyawan mengenai regulasi zakat dan pajak.*®
Sementara Ipah menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa
Semakin tinggi pengetahuan, budaya bersedekah, motivasi dan
pemahamannya terhadap regulasi zakat dan pajak akan semakin

memengaruhi keputusan wajib pajak untuk membayar zakat.*

*" Witono, Banu. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib
Pajak. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 2008), p. 196-208.

8 Karsino, Peluang Kesediaan Karyawan untuk Dipungut Zakat
Profesi dengan Metode Withholding dan  Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya (Penelitian Terhadap Karyawan Swasta Di Jakarta), (Tesis
pada Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Program Studi Timur
Tengah dan Islam, Kkhususan Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, 2009), p. 86-
87

* 1bid, p. 89
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Kesediaan membayar zakat merupakan sebuah keharusan
bagi orang Islam. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa
membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam.
Oleh karena itu orang Islam perlu memiliki pengetahuan tentang
zakat. Kamil dalam studinya mengungkapkan bahwa persepsi
kualitas layanan, tingkat pengetahuan zakat, dan promosi
kampanye zakat, secara signifikan berhubungan dengan perilaku
kepatuhan dalam arah yang positif.*°

Penjelasan mengenai Undang-undang No. 38 tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat 3 yaitu Pengurangan
zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar
wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban
membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat
memacu kesadaran membayar pajak.

Pengetahuan mengenai zakat, seperti regulasi pemerintah

mengenai perpajakan dan zakat tercantum di UU Nomor 38

Tahun 1999 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena

%0 Kamil, M.I, The role of intrinsic motivational factors on
compliance behaviour of zakat on employment income, in Isu-isu
Kontemporari Zakat di Malaysia. (1st ed.).( Melaka: UiTM, 2005), p. 137.
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pajak, dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. setiap wajib pajak
muslim akan dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk
mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dalam pelaporan
pajaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Fitranoska dalam
penelitiannya bahwa ditemukan hubungan positif yang kuat
antara Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan
pemenuhan kewajiban pajak.” Sementara Buchori
mengungkapkan bahwa Faktor pendidikan, agama, kesadaran,
Undang-undang dan peraturan serta faktor lingkungan dan sikap
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi wajib pajak tidak
patuh dalam implementasi zakat sebagai pengurang pajak

terutangnya di SPT.>

C. Kerangka Pemikiran
Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang

spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur

*! Fitranoska. Pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Ill..., p. 67

2 Buchori, Imam, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. (Laporan Penelitian LEMLIT 1AIN
Sunan Ampel 2010), p. 102
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sumber. Pengingatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran
terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal,
antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang
tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif
dan negatif, kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang,
semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek
tertentu.”

Sampai saat ini pengetahuan perpajakan masih dianggap
sebagai pengetahuan yang sulit untuk dipahami Kkarena
kerumitannya dan kompleksitas yang ada. Hal tersebut terjadi
dikarenakan kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan
ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku.*

Sedangkan zakat belum dapat terkumpul secara optimal di
lembaga-lembaga pengumpul zakat dikarenakan pengetahuan

muzzaki terhadap harta yang wajib dizakati masih terbatas pada

%% Hidayati, Nur, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib
Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. (Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1. Maret
2010), p. 11

> Purnomo, Hadi Reformasi Administrasi Perpajakan. (Jakarta :
Kompas, 2005), p. 3
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sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam
Al Qur’an dan Al Hadist.”®

Regulasi pemerintah mengenai perpajakan dan zakat
tercantum di UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun
2000. Penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan oleh pemerintah merupakan wujud
sinergi antara zakat dan pajak. Dengan adanya UU Nomor 38
Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 diharapkan
mendorong wajib pajak dan muzakki dapat menunaikan
kewajiban pembayaran pajak dan zakatnya dengan baik.

Pemerintah berharap dengan adanya kedua Undang-
undang tersebut setoran pajak sekaligus setoran zakat meningkat.
Namun pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang
penghasilan kena pajak akan mempengaruhi penerimaan
pemerintah dari sektor pajak. Karena zakat yang dibayarkan oleh

wajib pajak muslim akan mengurangi jumlah penghasilan kena

*® Hafidhuddin. D, Zakat Dalam Perekonomian Modern..., p.55
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pajaknya. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil
maka pajak penghasilan yang diterima oleh negara juga mengecil.

Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas kerangka
pemikiran secara praktis dapat dilihat pada Lampiran 1. Sintesa
kerangka berfikir penelitian ini digambarkan dengan model

penelitian empiris pada gambar berikut:

Gambar 2.2 : Interaksi antar VVariabel dalam Penelitian

D. Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan
Zakat terhadap Kepatuhan Pajak.
UU No 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat yang
telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dapat dikurangkan

terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang
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bersangkutan. Hal tersebut menjelaskan bahwa zakat atas
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib
pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam
negeri yang dimiliki kaum Muslim, dapat dikurangkan atas
penghasilan  kena  pajak. Salah satu cara  untuk
mengimplementasikan asas keadilan pada zakat sebagai
pengurang PPh vyaitu dengan melakukan penghitungan pajak
terutang pada PPh. Fitrasnoka dalam penelitiannya menjelaskan
Terdapat hubungan positif yang kuat antara Zakat sebagai
pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan pemenuhan
kewajiban pajak.*®

Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas,
dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H, : tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak
tentang peraturan zakat terhadap kepatuhan Pajak

Ha: terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang

peraturan zakat terhadap kepatuhan Pajak..

% Fitranoska. (2006). Pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan
kena pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Ill..., p. 40
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2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Zakat
terhadap Kepatuhan Zakat.

Faktor pemahaman dan pengetahuan zakat memberi
pengaruh kepada pembayaran zakat.>” Semakin baik pengetahuan
zakat para muzakki dapat menigkatkan kesadaran mereka dalam
membayar zakat yang menjadi pendorong yang kuat dan motivasi
serta kontribusi yang positif bagi penerima zakat.”®

Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas,
dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas,
dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H, : tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak
tentang peraturan zakat terhadap kepatuhan Zakat

Ha: terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang

peraturan zakat terhadap kepatuhan Zakat

* Mohd Ali, dkk, Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan
dikalangan Kaki Tangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia. 2004
(diakses dari http://www.jurnal zakat.org, diakses pada tanggal 10 April 2016)

%8 Suprayogi, Agus, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan
Dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat. (Tesis. Universitas
Indonesia, 2011), p. 82



